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Pengaruh Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) untuk 
Meminimalkan PPh Badan dan Upaya Meningkatkan Kinerja Perusahaan 






Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan perencanaan 
pajak (tax planning) terhadap beban pajak terutang yang harus dibayar PT Bumi 
Sarana Beton serta untuk mengetahui hubungan penerapan perencanaan pajak 
sebagai upaya dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Dalam penelitian ini 
digunakan metode field research dan library research yaitu dengan melakukan 
penelitian di lapangan melalui wawancara langsung dan pengambilan data, 
dokumen-dokumen yang berkaitan dari perusahaan serta menelaah buku-buku. 
Literature, dan media internet. Data yang diperoleh dianalisis dengan 
menggunakan analisis deskriptif komparatif yaitu menggambarkan dan 
membandingkan antara kebijakan yang telah ditentukan oleh perusahaan 
dengan pelaksanaannya di lapangan. Perencanaan pajak berpengaruh terhadap 
beban pajak terutang dan dengan adanya penghematan pajak yang dipeloreh 
dari penerapan pajak maka meningkatkan laba bersih perusahaan dan dapat 
dimanfaatkan untuk menigkatkan kinerja perusahaan. 
 
Kata Kunci : perencanaan pajak, PT Bumi Sarana Beton, beban pajak terutang,  




















The Effect of Tax Planning Implementation to Minimize the Corporate 







This research intends to recognize the effects of the tax planning application at 
the burden of tax payable that must be paid by PT Bumi Sarana Beton and also 
to recognize the connection of the tax planning application as an effort to 
increase the company’s performance. In this research, the field research and 
library research method are used, by doing a research in the field through a live 
interviewing and data taking, documents which related from the company and 
also examining books, literature, and internet media. The obtained data is 
analyzed by using the comparative descriptive analysis which described and 
compared between the policy which has been determined by the company with 
its implementation in the field. Tax planning is taking effect to the burden of tax 
payable and with the existence of the tax saving which  obtained by tax 
application, that increase the company’snet profit and could be used to increase 
the company’s performance. 
 
Keyword : tax planning, PT Bumi Sarana Beton, burden of tax payable, tax  
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1.1 Latar Belakang 
Era globalisasi yang sedang terjadi saat ini, selalu diwarnai dengan 
persaingan antar perusahaan di seluruh belahan dunia tak terkecuali Indonesia 
dimana negara ini sebagai salah satu negara berkembang yang memiliki potensi 
pasar yang cukup strategis. Banyak perusahaan yang bersaing dengan strategi-
strategi tertentu. Berbagai upaya dilakukan oleh manajemen untuk dapat 
memenangkan persaingan yang cukup ketat antar perusahaan. Maka dari itu hal 
penting yang harus dilakukan perusahaan adalah melakukan efisiensi di 
berbagai bidang, salah satunya di bidang perpajakan karena tidak mungkin lagi 
bagi setiap perusahaan atau badan usaha tersebut terbebas dari pajak. 
Pajak merupakan iuran wajib rakyat sebagai wajib pajak kepada kas 
negara berdasarkan undang-undang yang berlaku. Perencanaan merupakan 
salah satu fungsi utama dari manajemen. Secara umum perencanaan 
merupakan proses penentuan tujuan organisasi (perusahaan). Tujuan utama 
yang hendak dicapai oleh perusahaan adalah memberikan keuntungan yang 
maksimum untuk jangka panjang. Namun keuntungan tersebut harus diperoleh 
dengan mematuhi undang-undang perpajakan yang berlaku, baik pajak daerah 
maupun pajak pusat.  
Pajak bagi pemerintah merupakan sumber pendapatan yang digunakan 
untuk kepentingan bersama. Pemerintah sebagai penyelenggara pembangunan 
nasional yang berupaya mencari sumber dana yang cukup agar tercapai 
pembangunan nasional. Sektor perpajakan merupakan salah satu atau sebagian 





dibayarkan perusahaan maka pendapatan negara semakin banyak. Namun 
sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan biaya atau beban yang akan 
mengurangi laba bersih. 
Wajib pajak harus memiliki pengetahuan luas tentang peraturan 
perpajakan yang berlaku dan dapat membuat perencanaan pajak yang benar 
dan dapat menghemat pajak dengan baik dan efisien sesuai peraturan 
perpajakan. Pada dasarnya, ada dua hal yang perlu dilakukan perusahaan 
berhubungan dengan pajak. Langkah pertama yaitu mulai dengan mendaftarkan 
diri sebagai wajib pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 
dan terdaftar di salah satu Kantor Pelayanan Pajak, melaksanakan akuntansi 
perpajakan, serta membayar dan menyampaikan SPT masa tahunan sesuai 
dengan jenis pajaknya pada tanggal yang telah ditentukan. Langkah kedua 
adalah merencanakan pajak (tax planning) yaitu dengan memperhitungkan 
pengaruh pengambilan keputusan tertentu terhadap kewajiban pajaknya, 
misalnya keputusan untuk melakukan investasi.  
Minimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai 
dari yang legal atau tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku sampai 
dengan yang bersifat illegal atau yang melanggar peraturan perpajakan yang 
berlaku.  Usaha pengurangan (penghematan) beban pajak dapat dilakukan 
antara lain dengan cara penggelapan pajak (tax evasion)  dan penghindaran 
pajak (tax avoidance) (Lumbantoruan, Sophar, 1997:489). Upaya minimalisasi 
pajak secara eufimisme sering disebut dengan perencanaan pajak (tax planning 
atau tax sheltering). Umumnya perencanaan pajak merujuk kepada proses 
merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak supaya kewajiban perpajakan 
berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan 





Tax evasion adalah usaha penghindaran pajak yang dilakukan dengan 
melanggar ketentuan perpajakan, seperti memberikan data keuangan palsu atau 
menyembunyikan data. Cara ini sering disebut penggelapan pajak atau 
penyelundupan pajak. Dalam manajemen pajak, cara penyelundupan pajak tidak 
sejalan dengan prinsip manajemen. Sedangkan usaha penghindaran pajak (tax 
avoidance) pada dasarnya adalah dengan menekan dan mengendalikan jumlah 
pajak serendah mungkin sehingga mencapai angka minimum, sepanjang tidak 
menyalahi peraturan yang berlaku, seperti memanfaatkan pengecualian dan 
potongan yang diperkenankan maupun memanfaatkan hal-hal yang belum diatur 
dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu diperlukan 
manajemen pajak yang bertujuan menekan pajak serendah mungkin dan 
menunda selambat mungkin pembayaran pajak untuk memperoleh laba likuiditas 
yang diharapkan.  
Dalam perencanaan pajak ditetapkan beberapa hal yang dapat 
menghemat pajak. Prinsip yang digunakan adalah celah-celah dalam peraturan 
perpajakan yang berlaku. Jadi perencanaan pajak (tax planning) bukan berarti 
penggelapan pajak (tax evasion) yang jelas-jelas merupakan pelanggaran 
hukum. 
Setiap perusahaan berusaha untuk mencapai tingkat laba yang maksimal, 
karena itu perusahaan dituntut untuk dapat selalu mengantisipasi setiap 
kebutuhan dari para customer, misalnya saja dengan menyediakan produk 
dengan barang yang berkualitas dan pelayanan yang memuaskan, sehingga 
diharapkan penjualan dapat ditingkatkan dan biaya dapat ditekan seminimal 
mungkin (cost reduction). Dalam upaya menekan biaya tersebut diperlukan 
adanya suatu perencanaan yang baik terhadap dimensi-dimensi biaya agar 





Bagi pihak manajemen sangat rasional untuk mengelola kewajiban 
perpajakan sebaik mungkin sehingga pemborosan sumber daya dalam bentuk 
sanksi perpajakan dapat dihindarkan. Sebagai perusahaan yang berorientasi 
laba maka manajemen akan berusaha untuk mendapatkan laba yang optimal 
dengan cara meminimalkan beban pajaknya. Dengan demikian, perusahaan 
dapat memanfaatkan laba yang ada dengan mengalihkan ke kegiatan yang 
dapat mendukung peningkatan kinerja perusahaan seperti pelatihan untuk 
meningkatkan Sumber Daya Manusia. 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk 
melakukan penelitian yang berjudul “PENGARUH PENERAPAN 
PERENCANAAN PAJAK (TAX PLANNING) UNTUK MEMINIMALKAN PPh 
BADAN DAN UPAYA MENINGKATKAN KINERJA PERUSAHAAN PADA PT 
BUMI SARANA BETON” 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan dari uraian pada latar belakang di atas, maka 
dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah pengaruh penerapan perencanaan pajak (tax planning) 
terhadap beban pajak terutang wajib pajak badan? 
2. Bagaimanakah hubungan  penerapan perencanaan pajak (tax planning) 
sebagai upaya meningkatkan kinerja perusahaan? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Sehubungan dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian 
ini adalah sebagai  berikut : 
1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan perencanaan pajak (tax 





2. Untuk mengetahui hubungan  penerapan perencanaan pajak (tax 
planning) sebagai upaya meningkatkan kinerja perusahaan. 
 
1.4 Kegunaan Penelitian 
Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat 
berguna untuk : 
1.4.1 Kegunaan Teoritis 
a. Sebagai sumbangan pikiran dalam pengembangan ilmu 
akuntansi, khususnya yang berkaitan dengan strategi efisiensi 
biaya dan akuntansi perpajakan. 
b. Dapat dijadikan sebagai referansi dan perbandingan untuk 
melakukan penelitian lebih lanjut tentang  tax planning PPh 
Badan. 
1.4.2 Kegunaan Praktis 
a. Bagi perusahaan dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan 
tata aturan perpajakan  
b. Memotifasi perusahaan untuk menerapkan Tax Planning dalam 
meminimumkan beban pajak badan dengan baik dan sesuai 
dengan peraturan perpajakan, bila terbukti memberikan kontribusi 
yang positif dalam peningkatan laba perusahaan. 
c. Menelaah fungsi-fungsi bagi peningkatan kinerja perusahaan. 
 
1.5 Sistematika Penulisan  
Berikut ini penulis menyajikan uraian singkat dari pembahasan 







BAB I  PENDAHULUAN  
Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 
penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.  
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA  
Bab ini berisi teori-teori yang menjadi landasan dalam penyusunan 
laporan akhir ini. 
BAB III  METODE PENELITIAN  
  Bab ini berisi rancangan penelitian, tempat dan waktu, jenis dan  
  sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisa data.  
BAB IV HASIL PENELITIAN  
Bab ini berisi deskripsi penelitian, antara lain mengenai Pengaruh 
Penerapan Pajak (Tax Planning) untuk Meminimalkan PPh Badan 
dan Upaya Meningkatkan Kinerja Perusahaan pada PT Bumi 
Sarana Beton. 
BAB V   PENUTUP  
Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian, saran-saran yang dapat 
peneliti berikan kepada perusahaan tempat peneliti melakukan 






2.1.1 Pengertian Pajak 
 Dalam memahami mengapa seseorang harus membayar pajak untuk 
membiayai pembangunan yang terus dilaksanakan, maka perlu dipahami terlebih 
dahulu tentang pengertian pajak itu sendiri. Seperti diketahui bahwa dalam 
menyelenggarakan pemerintahan, negara mempunyai kewajiban untuk menjaga 
kepentingan rakyatnya, baik dalam bidang kesejahteraan, keamanan, 
pertahanan, maupun kecerdasan kehidupannya. Hal ini sesuai dengan tujuan 
negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat yang 
berbunyi “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 
kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 
keadilan sosial”. 
Untuk mengetahui apa arti pajak, Santoso Brotodiharjo, S.H., dalam 
bukunya “Pengantar Ilmu Hukum Pajak” mengemukakan beberapa pendapat 
pakar tentang definisi pajak, beberapa di antaranya dalam kutipan sebagai 
berikut: 
1. Mr. Dr. N. J. Feldmann 
“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh terutang kepada 
Penguasa, (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa 
adanya kontra-prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup 
pengeluaran-pengeluaran umum.” 
 
2. Prof. Dr. M. J. H. Smeets 
“Pajak adalah prestasi kepada Pemerintahyang terutang melalui norma-norma 





dapat ditunjukkan dalam hal yang individual; maksudnya adalah untuk 
membiayai pengeluaran Pemerintah”. 
 
Smeets mengakui bahwa definisinya hanya menonjolkan fungsi budgeter 
saja; baru kemudian ia menambahkan fungsi mengatur pada definisinya. 
3. Dr. Soeparman Soemahamidjaja 
“Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh 
Penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biayaproduksi 
barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”. 
 
 Soeparman Soemahamidjaja mencantumkan istilah Iuaran Wajib dengan 
harapan terpenuhinya ciri bahwa pajak dipungut dengan bantuan dari dan 
kerja sama dengan Wajib Pajak, sehingga perlu pula dihindari penggunaan 
istilah “paksaan”. Selanjutnya ia berpendapat terlalu berlebihan kalau khusus 
mengenai pajak ditekankan pentingnya unsur paksaan karena dengan 
mencantumkan unsur paksaan seakan-akan tidak ada kesadaran 
masyarakat untuk melakukan kewajibannya. 
4. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S. H. 
“Pajak adalah iuran wajib rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-
undang  (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa-timbal (kontra-
prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk 
membayar pengeluaran umum.” 
 
 Rochmat Soemitro menjelaskan bahwa unsur „dapat dipaksakan‟ artinya 
bahwa bila utang pajak tidak dibayar, maka utang pajak tersebut dapat 
ditagih dengan menggunakan kekerasan seperti dengan mengeluarkan surat 
paksa dan melakukan penyitaan bahkan bisa dengan melakukan 
penyanderaan. Sedangkan terhadap pembayaran pajak tersebut tidak dapat 
ditunjukkan jasa-timbal-balik tertentu, seperti halnya dengan retribusi. 
 Dari 4 (empat) pengertian pajak di atas, dapat disimpulkan bahwa ada 
lima unsur yang melekat dalam pengertian pajak, yaitu: 





2. Sifatnya tidak dipaksakan; 
3. Tidak ada kontra-prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh 
pembayar pajak; 
4. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik oleh pemerintah pusat 
maupun daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta); dan 
5. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah 
(rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyrakat umum. 
 
2.1.2 Fungsi Pajak 
Pudyatmoko (2006) menyatakan pada umumnya dikenal dua fungsi 
utama dari pajak,yakni fungsi budgeter (anggaran/penerimaan) dan fungsi 
regulerend (mengatur). 
1. Fungsi Budgeter 
Pajak sebagai instrument yang digunakan untuk memasukkan dana 
yang sebesar-besarnya ke dalam kas Negara. Dana dari pajak inilah 
yang diperuntukan bagi pembiayan pengeluaran-pengeluaran 
pemerintah. Dalam APBN Pajak merupakan sumber penerimaan dalam 
negeri. 
2. Fungsi Regulerend 
Di samping mempunyai fungsi sebagai alat atau instrument yang 
digunakan untuk memasukkan dan yang sebesar-besarnya ke dalam 
kas negara seperti tersebut di atas, pajak juga mempunyai fungsi yang 
lain, yaitu fungsi mengatur. Dalam hal ini pajak digunakan untuk 
mengatur dan mengarahkan masyarakat kearah yang dikehendaki 





pajak untuk mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar 
sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah. 
 Dalam perkembangannya, fungsi pajak selain yang telah 
disebutkan di atas terdapat dua fungsi lagi yaitu : 
1. Fungsi Demokrasi 
Fungsi demokrasi dari pajak adalah suatu fungsi yang merupakan salah 
satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan 
pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia.  
2. Fungsi Redistribusi 
Yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan 
keadilan dalam masyarakat. Hal ini dapat terlihat misalnya dengan 
adanya tariff progresif yang mengenakan pajak lebih besar kepada 
masyarakat yang mempunyai penghasilan besar dan pajak yang lebih 
kecil kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih sedikit 
(kecil). 
 Fungsi demokrasi dan fungsi redistribusi di atas sering kali disebut 
sebagai fungsi tambahan karena kedua fungsi tersebut bukan 
merupakan tujuan utama dalam pemungutan pajak. Akan tetapi dengan 
perkembangan masyarakat modern, kedua fungsi tersebut menjadi 
fungsi yang juga sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dalam 
rangka kemaslahatan manusia serta keseimbangan dalam mewujudkan 









2.1.3 Jenis Jenis Pajak 
Wirawan. B. Ilyas (2008;29) menyatakn jenis pajak dapat digolongkan 
dalam 3 (tiga) golongan yaitu menurut sifatnya, sasarannya/objeknya, dan 
lembaga pemungutannya. 
1. Menurut Sifatnya 
Jenis-jenis pajak menurut sifatnya dapat dibagi dua, yaitu pajak 
langsung dan pajak tidak langsung. 
a. Pajak langsung adalah pajak-pajak yang bebannya harus dipikul 
sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada 
orang lain serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu-
waktu tertentu, misalnya pajak penghasilan. 
b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat 
dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal 
tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja, misalnya Pajak 
Pertambahan Nilai. 
2. Menurut Sasarannya/Objeknya 
Menurut sasarannya, jenis-jenis pajak dapat dibagi dua, yaitu pajak 
subjektif dan pajak objektif. 
a. Pajak subjektif adalah pajak yang dikenakan dengan pertama-
tama memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (subjeknya). 
Setelah diketahui keadaan subjeknya barulah diperhatikan 
keadaan objektifnya sesuai gaya pikul, apakah dapat dikenakan 
pajak atau tidak, misalnya pajak penghasilan. 
b. Pajak objektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-
tama memerhatikan/melihat objeknya baik berupa keadaan 





membayar pajak. Setelah diketahui objeknya barulah dicari 
subjeknya yang mempunyai hubungan hukum dengan objek yang 
telah diketahui, misalnya Pajak Pertambahan Nilai. 
3. Menurut Lembaga Pemungutnya 
Menurut lembaga pemungutnya, jenis pajak dapat dibagi dua, yaitu 
jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan jenis pajak yang 
dipungut oleh pemerintah daerah, yang sering disebut dengan pajak 
pusat dan pajak daerah. 
a. Pajak pusat adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah 
pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen 
Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak. Hasil dari pungutan pajak 
pusat dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari 
penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 
b. Pajak daerah adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah 
daerah yang dalam pelaksanaannya sehari-hari dilakukan oleh 
Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Hasil dari pemungutan 
pajak daerah dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari 
penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 
 
2.1.4 Tarif Pajak 
Menurut Mardiasmo (2009;9) ada 4 macam tarif pajak, yaitu: 
1. Tarif Sebanding/Proporsional 
2. Tarif berupa presentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang 
dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang teutang proporsional 
terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. 





Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah 
yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. 
4. Pajak Progresif 
Presentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang 
dikenai pajak semakin besar. 
5. Tarif Degrasif 
Presentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang 
dikenai pajak semakin besar. 
 
2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak 
Menurut Wirawan. B. Ilyas (2008;32) sistem pemungutan pajak dapat 
dibagi menjadi 4 (empat) macam, yaitu official assessment system, semiself 
assessment system, self assessment system, dan withholding system. 
1. Official assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak 
yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk 
mementukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang 
terutang) oleh seseorang. Dengan sistem ini masyarakat (Wajib 
Pajak) bersifat pasif dan menunggu dikeluarkannya suatu ketetapan 
pajak oleh fiskus. Besarnya utang pajak seseorang baru diketahui 
setelah adanya surat ketetapan pajak. 
2.  Semiself assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak 
yang memberi wewenang pada fiskus dan Wajib Pajak untuk 
menentukan besarnya pajak seorang yang terutang. Dalam sistem ini 
setiap awal tahun pajak Wajib Pajak menentukan sendiri besarnya 
pajak yang terutang untuk tahun berjalan yang merupakan angsuran 





akhir tahun pajak fiskus menentukan besarnya utang pajak yang 
sesungguhnya berdasarkan data yang dilaporkan oleh Wajib Pajak. 
3. Self assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang 
memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, 
memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya 
utang pajak. Dalam sistem ini Wajib Pajak yang aktif sedangkan fiskus 
tidak turut campur dalam penentuan besarnya pajak yang terutang 
seseorang, kecuali Wajib Pajak melanggar ketentuan yang berlaku. 
4. Withholding system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang 
memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong/memungut 
besarnya pajak yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan 
tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkannya kepada fiskus. 
Pada sistem ini fiskus dan Wajib Pajak tidak aktif. Fiskus hanya 
bertugas mengawasi saja pelaksanaan pemotongan/pemungutan 
yang dilakukan oleh pihak ketiga. 
 
2.2 Pajak Penghasilan 
 Definisi penghasilan menurut Undang-Undang PPh Pasal 4 ayat (1) UU 
Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, 
yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan 
ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari 
Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk 
menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam 





 Waluyo (2008;87) mengemukakan Pajak Penghasilan merupakan pajak 
yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum 
lainnya. Pajak penghasilan bisa diberlakukan progresif, proporsional atau 
regresif.  
 Dasar hukum PPh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tanggal 
31 Desember 1983 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 
50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana 
yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 
Tahun 2008 Tanggal 23 September  2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 4893 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3985), (selanjutnya dalam penelitian ini yang disebut sebagai UU PPh). 
 Sesuai dengan UU PPh, tarif PPh Pasal 31 huruf e, Wajib Pajak dalam 
negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp.50.000.000.000 (lima puluh 
miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima 
puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b 
dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian 
peredaran bruto sampai dengan Rp.4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus 
juta rupiah). Perhitungan PPh terutang berdasarkan Pasal 31E dapat dibedakan 
menjadi dua yaitu: 
1. Jika peredaran bruto sampai dengan Rp.4.800.000.000 maka perhitungan 
PPh terutang yaitu sebagai berikut: 
PPh terutang = 50% X 25% X seluruh penghasilan kena pajak 
2. Penghasilan bruto lebih dari Rp.4.800.000.000 sampai dengan 
Rp.50.000.000.000 maka perhitungan PPh terutang yaitu sebagai berikut: 
Perhitungan penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang 






Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang 
tidak memperoleh fasilitas yaitu Penghasilan Kena Pajak dari bagian 
peredaran bruto yang memperoleh fasilitas.  
 
2.2.1 Subjek dan Bukan Subjek PPh 
2.2.1.1. Subjek Pajak 
Berdasarkan UU PPh Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi 
subjek pajak adalah: 
a. Orang Pribadi 
Orang pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau berada di 
Indonesia ataupun di luar Indonesia 
b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak 
Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan Subjek Pajak 
pengganti menggunakan NPWP dari WP orang pribadi yang meninggalkan 
warisan tersebut. 
c. Badan 
Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan  
baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi 
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMND dengan 
nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun , 
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, 
atau organisasi yang sejenis, lembaga, BUT, dan bentuk badan laninnya 
termasuk perusahaan reksadana baik yang berbentuk perseroan terbatas 
maupun bentuk lainnya. 
d. Badan Usaha Tetap 
Yang dimaksud Badan Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan 
oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di 
Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan 
yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk 
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. 
 
2.2.1.2  Subjek Pajak Dalam dan Luar Negeri 
 Subjek PPh dibedakan antara Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek 
Pajak Luar Negeri.  
1. Subjek Pajak Dalam Negeri 
a. Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang 
berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam 
jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu 






b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. 
c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang 
berhak. 
2. Subjek Pajak Luar Negeri 
a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di 
Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka 
waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak 
berkedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan 
kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. 
b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di 
Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka 
waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak 
berkedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh 
penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan 
kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. 
 
2.2.1.3  Bukan Subjek Pajak 
 Berdasarkan UU PPh Pasal 3  ayat (1) dan tambahan ayat (2)  
menyebutkan bahwa yang menjadi subjek pajak adalah: 
a. Kantor perwakilan negara asing 
b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatic dan konsultan atau pejabat-pejabat lain 
dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang 
bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka. 
c. Organisasi-organisasi internasional 
d. Pejabat perwakilan organisasi internasional 
 
2.2.2 Objek Pajak dan Tidak Termasuk Objek Pajak 
 
2.2.2.1 Objek Pajak 
Berdasarkan UU PPh Pasal 4 ayat (1) yang menjadi objek pajak adalah 
penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau 
diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar 
Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan 
Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, 
termasuk : 
a. Penggantian atau imbalan berkenan dengan pekerjaan atau jasa yang 
diterima atau diperoleh; 
b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan atau penghargaan; 
c. Laba usaha; 
d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta; 
e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai 





f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan 
pengembalian utang; 
g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari 
perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil 
usaha koperasi; 
h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak; 
i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; 
j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; 
k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah 
tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; 
l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing; 
m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; 
n. Premi asuransi; 
o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri 
dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; 
p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum 
dikenakan pajak; 
q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah; 
r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang 
mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan;dan 
s. Surplus Bank Indonesia. 
 
2.2.2.2 Tidak Termasuk Objek Pajak 
 Berdasarkan UU PPh Pasal 4 ayat (3) menyebutkan bahwa yang 
dikecualikan dari objek pajak adalah: 
a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat 
atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang 
diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang 
sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia; 
b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 
satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk 
yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, 
yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri 
Keuangan; 
c. Warisan; 
d. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti 
saham atau sebagai pengganti penyertaan modal; 
e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang 
diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib 
Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib 
Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan 
norma penghitungan khusus; 
f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan 
dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi 
dwiguna, dan asuransi beasiswa; 
g. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas 
sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau 
badan usaha milik daerah; 
h. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah 






i. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana 
dimaksud pada angka 7, dalam bidan-bidang tertentu yang ditetapkan dengan 
Keputusan Menteri Keuangan; 
j. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari serseroan komanditer 
yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, 
firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif; 
k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa 
bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha 
atau kegiatan di Indonesia; 
l. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih 
lanjut dengan atau Peraturan Menteri Keuangan; 
m. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang 
bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan 
pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya; 
n. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan 
atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 
  
2.3 Pajak Penghasilan Pasal 21 
 Mardiasmo (2011;168) menjelaskan bahwa PPh Pasal 21 adalah pajak 
atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan atau pembayaran 
lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan 
atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek Pajak 
dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak 
Penghasilan. 
 Diaz Priantara (2012;269) menjelaskan bahwa PPh Pasal 21 adalah 
pemotongan PPh yang wajib dilakukan oleh pemberi penghasilan (pemberi kerja 
atau penyelenggara kegiatan) kepada pekerja dengan jabatan, kedudukan, atau 
status apapun dan peserta kegiatan. 
 
2.3.1 Objek dan Bukan Termasuk Objek PPh Pasal 21 
 
2.3.1.1 Objek PPh Pasal 21 
 Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 
Pasal 5 ayat (1) penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah : 
a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa 





b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur 
berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya; 
c. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, 
atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati 
jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja; 
d. Penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, berupa upah 
harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan 
secara bulanan; 
e. Imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan 
imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan 
sehubungan jasa yang dilakukan; 
f. Imbalan kepada pesewrta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang 
representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama 
dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun; 
g. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang 
diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang 
tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama; 
h. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain 
yang bersifat 
 
2.3.1.2 Bukan Termasuk Objek PPh Pasal 21 
 Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 
Pasal 8 ayat (1), menjelaskan yang tidak termasuk dalam pengertian penghasilan 
yang dipotong PPh Pasal 21 adalah: 
a. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi 
sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, 
asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa; 
b. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmaatan dalam bentuk apapun 
yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali penghasilan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2); 
c. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah 
disahkan oleh Menteri Keuangan,iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari 
tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara 
jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja; 
d. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga 
amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau sumbangan 
keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia 
yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang 
dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan 
usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang 
bersangkutan; 
e. Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf I Undang-
Undang Pajak Penghasilan. 
 
2.4 Perencanaan Pajak 
2.4.1 Pengertian Perencanaan Pajak 
 Mohammad Zain (2006;67) menjelaskan pengertian perencanaan pajak 





“Perencanaan pajak merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan 
konsekuensi potensi pajaknya yang tekanannya kepada pengendalian setiap 
transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana 
pengendalian tersebut dapat mengefisiensikan jumlah pajak yang ditransfer ke 
pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (tax 
avoidance) dan bukan penyelundupan pajak (tax evasion) yang merupakan 
tindak pidana fiskal yang tidak akan ditoleransi. Walaupun kedua cara tersebut 
kedengarannya mempunyai konotasi yang sama sebagai tindak criminal, 
namun suatu hal yang jelas berbeda disini bahwa penghindaran pajak adalah 
perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup perpajakan dan tidak 
melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sedang 
penyelundupan pajak jelas-jelas merupakan perbuatan ilegal yang melanggar 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan” 
 
 Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. 
Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan 
perpajakan, dengan maksud dapat diseleksi tindakan penghematan pajak 
yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak 
adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. 
 Untuk meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan 
berbagai cara baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (lawful) 
maupun yang melanggar peraturan perpajakan (unlawful). Ukuran yang 
digunakan dalam mengukur kepatuhan perpajakan wajib pajak, adalah: 
1. Tax Saving, yaitu upaya wajib pajak megelekkan hutang pajaknya 
dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk-produk yang 
ada pajak pertambahan nilainya atau dengan sengaja mengurangi 
jam kerja atau pekerjaan yang dapat dilakukannya sehingga 
penghasilannya menjadi kecil dengan demikian terhindar dari 
pengenaan pajak penghasilan yang besar. 
2. Tax Avoidance, yaitu upaya wajib pajak untuk tidak melakukan 
perbuatan yang dikenakan pajak atau upaya-upaya yang masih dalam 
kerangka ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk 





3. Tax Evasion, yaitu upaya wajib pajak dengan penghindaran pajak 
terhutang secara illegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang 
sebenarnya. 
 
2.4.2 Tahapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) 
 Agar perencanaan pajak dapat berjalan sesuai dengan tujuan menurut 
Suandy (2008) diperlukan tahapan-tahapan terencana sebagai berikut: 
1. Menganalisa informasi yang ada 
Pada tahap ini perencanaan pajak harus menganalisis dan 
mempertimbangkan semua aspek yang mungkin terlibat dalam 
perencanaan pajak. Pertimbangan ini menimbang segala kemungkinan 
keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan perencanaan pajak. 
Faktor-faktor yang perlu diperhatikan antara lain: 
a. Fakta yang relevan 
Dalam era globalisasi serta tingkat persaingan yang semakin ketat 
maka seorang manajer pajak dalam merencanakan pajak untuk suatu 
organisasi dituntut harus benar-benar menguasai situasi yang 
dihadapi baik dari segi internal maupun eksternal dan selalu 
mengamati perubahan-perubahan yang terjadi agar perencanaan 
pajak dapat dilakukan secara tepat, menyeluruh terhadap situasi 
maupun transaksi yang mempunyai dampak perpajakan. 
b. Faktor pajak 
Dalam melakukan pembuatan perencanaan pajak perlu diperhatikan 
faktor-faktor pajak dari suatu negara untuk menjamin berhasilnya 






2. Membuat satu model atau lebih rencana pajak 
Model diperlukan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai 
perhitungan perencanaan pajak. Sebaiknya model dibuatkan lebih dari 
satu agar dapat dibandingkan dan lebih dapat terukur keuntungan dan 
kerugiannya. Sehingga perencanaan pajak dapat memilih alternative-
alternatif yang tersedia. 
3. Evaluasi perencanaan pajak 
Mengevaluasi dengan analisa keuangan suatu perencanaan pajak 
misalnya bagaimana perencanaan pajak mempengaruhi beban pajak, 
laba kotor atau pengeluaran lain jika alternative-alternatif dipilih atau 
dijalankan. 
4. Mencari kelemahan dan memperbaiki kembali 
Dari berbagai alternative yang telah dibuat, perencana pajak harus 
melihat potensi kerugian atau potensi keuntungan yang akan diperoleh. 
Keputusan untuk menjatuhkan pilihan satu alternative kadang membawa 
kondisi pada potensi kerugian yang akan diperoleh. Tugas dari perencana 
pajak adalah meminimalkan potensi kerugian tersebut. 
5. Memutakhirkan rencana pajak 
Suatu undang-undang seringkali mengalami perubahan demikian pula 
dengan undang-undang perpajakan. Perubahan ini akan membawa 
dampak bagi perencana pajak secara keseluruhan. Tugas dari perencana 
pajak untuk melihat kembali rancangan yang telah dibuat untuk 








2.4.3 Strategi Perpajakan 
 Erly Suandy (2007;118) menyatakan bahwa dalam memilih strategi yang 
sesuai, seorang manajer perusahaan harus memahami keadaan faktor eksternal 
(lingkungan dari perpajakan) yang terjadi di dalam praktik antara lain: 
a. Target 
Ada tiga point utama yang jelas akan dilaksanakan adalah: 
1. Tekanan yang utamanya adalah melakukan intensifikasi dan 
ekstensifikasi penarikan pajak dengan menggunakan peraturan pajak 
yang sudah ada. 
2. Ada tidaknya rencana untuk mengeluarkan ketentuan perpajakan 
yang baru yang dapat meningkatkan tariff pajak yang berlaku karena 
kurang bagi investor asing. 
3. Pemberlakuan insentif biaya hanya akan ditujukan untuk kepentingan-
kepentingan tertentu. 
b. Pemeriksaan Pajak 
Secara teori pemeriksaan pajak oleh Direktorat Pajak tujuannya adalah 
jelas untuk memasukkan bahwa wajib pajak: 
1. Telah membayar pajak dengan benar, dan 
2. Tidak menyalahgunakan system self assessment 
c. Hak Mengajukan Keberatan 
Meskipun hak untuk mengajukan keberatan diperbolehkan undang-
undang tapi tingkat efektifitasnya bagi wajib pajak adalah terbatas. 
 
2.4.4 Tujuan Penerapan Perencanaan Pajak pada Perusahaan 
 Menurut James A.F. Stoner, perusahaan adalah sekumpulan orang-orang 





(goal) yang spesifik atau sejumlah sasaran (goals)  yang telah ditetapkan. 
Perusahaan merupakan bagian integral dari sistem ekonomi yang menggunakan 
sumber daya langka untuk menghasilkan barang atau jasa. Salah satu tujuan 
utama perusahaan adalah “laba” (profit), sekaligus alat pemotivasi investor 
menanamkan modal dalam perusahaan. Karena laba merupakan orientasi 
utama, maka manajemen keuangan perusahaan selain harus memfokuskan diri 
pada perolehan dan penggunaan sumber keuangan, juga pada pemanfaatan 
sumber daya lainnya secara efektifdan efisien guna meningkatkan kinerja 
perusahaan, sehingga perusahaan dapat mencapai laba yang optimum. 
 Tujuan penerapan perencanaan pajak (tax planning) dalam kegiatan 
usaha wajib pajak adalah untuk mencapai sasaran perusahaan dalam 
pemenuhan kewajiban perpajakan, dengan cara menggunakan tax planning 
secara lengkap, benar dan tepat waktu yang sesuai dengan Undang-undang 
Perpajakan,sehingga tidak terkena sanksi administrative (denda, bunga, 
kenaikan pajak) dan sanksi pidana. Hal tersebut untuk efisiensi dan efektifitas 
pemanfaatn sumber daya, guna meningkatkan kinerja perusahaan dalam 
memperoleh laba yang optimal, seperti misalnya dengan tidak melaksanakan 
penjualan secara besar-besaran (cuci gudang) di akhir tahun (20X0, namun 
justru dilakukan pada awal tahun (20X1). Tindakan ini bertujuan agar pajak yang 
harus dibayar perusahaan dapat ditunda hingga akhir tahun 20X1. Dibandingkan 
apabila penjualan dilakukan di akhir 20X0, perusahaan harus langsung 
membayar pajak pada awal tahun 20X1. Dengan demikian kesempatan untuk 
memanfaatkan hasil dari penundaan pembayaran pajak (investasi usaha atau 







2.4.5 Motivasi Dilakukannya Perencanaan pajak (Tax Planning) 
 Motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak (tax 
planning) umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan, yaitu sebagai berikut: 
a. Kebijakan Perpajakan (tax policy) 
Tax policy merupakan altenatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju 
dalam sistem perpajakan. Dari berbagai aspek  tax policy terdapat faktor-
faktor yang medorong dilakukannya tax planning, yaitu pajak apa yang 
dipungut, siapa yang akan dijadikan subjek pajak, apa yang merupakan 
objek pajak, berapa besarnya tariff pajak dan bagaimana prosedurnya. 
b. Undang-undang perpajakan (tax law) 
Dalam pelaksanaannya, Undang-undang selalu diikuti dengan ketentuan-
ketentuan lain, termasuk Undang-undang perpajakan yang diiukuti oleh 
Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri 
Keuangan, Keputusan Dirjen Pajak. Dengan banyaknya ketentuan 
tersebut, membuka celah bagi wajib pajak untuk menganalisis 
kesempatan guna perencanaan pajak yang baik. 
c. Administrasi perpajakan (tax administration) 
Indonesia masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan administrasi 
perpajakan secara memadai. Hal ini mendorong perusahaan untuk 
melakukan perencanaan pajak yang baik agar terhindar dari sanksi 
administrasi maupun pidana karena perbedaan penafsiran antara fiskus 









2.4.6 Kebijakan Perpajakan Indonesia 
 Kebijakan perpajakan di Indonesia yang terkandung dalam Ketentuan 
Undang-undang Perpajakan yang berlaku, termasuk Peraturan Pemerintah, 
Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal Pajak, 
sangat besar pengaruhnya terhadap Wajib Pajak dalam melaksanakan tax 
planning. Pada saat ini pembayaran pajak di Indonesia dilandasi oleh sistem 
pemungutan dimana Wajib Pajak boleh menghitung dan melaporkan sendiri 
besarnya pajak yang harus disetorkan. Sistem ini dikenal dengan sebutan self 
assessment system, ditekankan bahwa Wajib Pajak harus aktif menghitung dan 
melaporkan jumlah pajak terutangnya sendiri. Sistem ini deberlakukan untuk 
member kepercayaan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat guna 
meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan 
pajaknya. 
 Dengan diberlakukannya sistem tersebut, juga akan membuka peluang 
bagi manajer perusahaan untuk mengimplementasikan tax planning dalam 
pengendalian pemenuhan kewajiban perpajakn perusahaan. Namun 
konsekuensi dijalankannya sistem tersebut adalah baik manajer perusahaan 
maupun masyarakat harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak 
dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelunasan pajaknya. 
 Menurut Djoko Muljono (2009), konsekuensi dari self assessment itu 
adalah seperti bagaimana mengelola administrasi dan pembukuan untuk 
keperluan pajak, kapan harus membayar pajak, bagaimana menghitung 
besarnya pajak, kepada siapa pajak dibayarkan, apa yang terjadi jika ada 
kesalahan perhitungan, apa yang terjadi jika lupa dan sanksi yang akan diterima 







1. Administrasi Pajak 
Administrasi perpajakan merupakan salah satu dari unsur-unsur pokok 
sistem perpajakan di Indonesia, yaitu: (1) kebijakan perpajakan (tax 
policy); (2) undang-undang perpajakan (tax laws); (3) administrasi 
perpajakan (tax administration). Kebijakan perpajakan perusahaan akan 
berhasil bila ditunjang dengan penyelenggaraan administrasi perpajakan 
yang baik  dan benar, sehingga pelaksanaan Undang-undang Perpajakan 
akan menjadi efektif dan efisien dan sasaran dari sistem perpajakan pun 
dapat dicapai. 
2. Pembukuan 
Dalam kegiatan usahanya, perusahaan diwajibkan untuk 
menyelenggarakan pembukuan, tujuannya untuk mencatat setiap 
kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan operasi perusahaan. 
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana yang 
telah beberapa kali diuabah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (dalam 
penelitian ini disebut UU KUP) , tujuan pembukuan dalam perpajakan 
adalah untuk menghitung besarnya pajak terutang. Selain itu, dari 
pembukuan tersebut dapat pula dihitung besarnya Pajak Penghasilan dan 
pajak-pajak lainnya. Secara teoritis sistem pembukuan yang baik adalah 
jika semua informasi yang diperlukan dapat disajikan, tidak hanya 
informasi perpajakan saja. 
 Penyelenggaraan pembukuan perusahaan hendaklah 
menggunakan sistem yang berlaku atau lazim digunakan di Indonesia, 





dasar akrual. Sedangkan menurut peraturan undang-undang perpajakan 
pembukuan dapat diselenggarakan dengan menggunakan dasar akrual 
dan dasar kas yang dimodifikasi. Tata cara pembukuan dalam UU KUP, 
diatur sebagai berikut: 
a. Kewajiban pembukuan, sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) yang 
diwajibkan menyelenggarakan pembukuan adalah: (1) Wajib Pajak 
orang pribadi atau badan; (2) badan usaha dan (3) pekerjaan bebas. 
b. Persyaratan pembukuan, sesuai dengan Pasal 29 ayat (3), (4), (5). 
(6), (8), (11) dan (12) adalah: (1) beritikad baik dan mencerminkan 
kegiatan usaha yang sebenarnya; (2) diselenggarakan di Indonesia 
dengan huruf latin, angka arab, satuan mata uang Rupiah dan bahasa 
Indonesia atau bahasa asing yang diizinkan Menteri Keuangan; (3) 
berprinsip taat azas dengan stelsel akrual dan stelsel kas; (4) 
perubahan metode pembukuan dan/atau tahun buku, harus disetujui 
Direktur Jenderal Pajak; (5) pembukuan dengan bahas asing dan 
mata uang selain mata uang Rupiah dapat diselenggarakan Wajib 
Pajak dalam rangka penanaman Modal Asing, Kontrak Karya, Kontrak 
Bagi Hasil dan kegiatan usaha lain atau badan lain, setelah mendapat 
izin Menteri Keuangan; (6) buku-buku, catatan-catatan, dokumen-
dokumen pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain Wajib 
disimpan di Indonesia selama sepuluh tahun, yaitu untuk Wajib Pajak 
orang pribadi dan Wajib Pajak Badan dan terakhir (7) pedoman 
penyelenggaraan pembukuan pencatatan ditetapkan oleh Direktur 
Jenderal Pajak. 
c. Pengecualian pembukuan, sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) dan (10), 





atau pekerjaan bebas yang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto 
dengan menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto dan 
Wajib orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau 
pekerjaan bebas; (2) Wajib Pajak orang pribadi yang tidak wajib 
menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. 
d. Sanksi Pembukuan, sesuai dengan Pasal 13 ayat (3), adalah; (1) 
sanksi kenaikan 50% (lima puluh persen) untuk jenis Pajak 
Penghasilan Pasal 25 dan 29 yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak 
dan tidak atau kurang bayar dalam satu tahun pajak; (2) sanksi 
kenaikan 100% (seratus persen)  untuk jenis Pajak Penghasilan Pasal 
21, 22, 23 dan 26 yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang 
dipungut, tidak atau kurang disetorkan dan dipotong atau dipungut 
tetapi tidak atau kurang disetorkan oleh orang atau badan lain dan (3) 
sanksi kenaikan 100% (seratus persen) untuk jenis Pajak 
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak atas Penjualan 
Barang Mewah yang tidak atau kurang bayar. 
 
2.4.7 Laporan Laba/Rugi Komersial dan Laporan Laba/Rugi Fiskal 
 Pihak manajemen berkepentingan terhadap Laporan Keuangan yang 
informasinya akan digunakan untuk membuat perencanaan, pengendalian dan 
pengambilan keputusan, sedangkan Pemerintah menggunakan Laporan 
Keuangan untuk kepentingan fiskal (pajak), terutama Laporan Laba/Rugi yang 
berisi informasi untuk menentukan pajak penghasilan yang harus ditanggung 
oleh perusahaan. Pedoman penyusunan Laporan keuangan di Indonesia diatur 





berpedoman pada UU PPh. Oleh karena  itu, Laporan Laba/Rugi akan 
menghasilkan dua informasi, yaitu: 
1. Laba/Rugi Komersial, menghasilkan laba sebelum pajak (pre tax financial 
income), yaitu laba yang diperoleh dari hasil perbandingan antara 
pendapatan dengan beban pada Laporan Keuangan sesuai dengan 
Standar Akuntansi Keuangan (SAK). 
2. Laba/Rugi Fiskal, menghasilkan informasi laba kena pajak (taxable 
income), yaitu jumlah yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak 
Penghasilan Terutang. 
 Berdasarkan Undang-undang Perpajakan menghitung Pajak 
Penghasilan Wajib Pajak Badan hampir mirip dengan PPh Wajib Pajak 
Perseorangan. Hanya saja dalam menentukan besarnya Pendapatan 
Kena Pajak, tidak lagi dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak dari 
Penghasilan Neto suatu badan usaha dan jika tidak ada kompensasi 
kerugian yang perlu diperhitungkan, maka besarnya Pendapatan Kena 
Pajak akan sama dengan jumlah Penghasilan Netonya. Dalam istilah 
pembukuan “biaya” didefinisikan sebagai pengeluaran-pengeluaran atau 
kewajiban-kewajiban yang timbul dalam hal memproduksi suatu barang 
atau jasa,sedangkan “beban” adalah akumulasi seluruh biaya yang habis 
dipakai. Konsep beban sebagai bagian yang digunakan untuk menghitung 
total biaya operasional (beban pemasaran dan beban administrasi) akan 









Tabel 2.1. Perhitungan Laba Sebelum Pajak 
Penjualan 
Harga Pokok Penjualan 
           Laba Kotor 
Beban Pemasaran  
Beban Administrasi 
Total Beban 



























 Perhitungan penghasilan kena pajak (di dalam akuntansi disebut 
laba sebelum pajak) sesuai UU PPh Pasal 16 ayat (1) adalah sebagai 
berikut: 
Tabel 2.2 Perhitungan Penghasilan Kena Pajak 
Pendapatan usaha (ps.4 ayat 1) 
Biaya-biaya: 
     Pasal 6 ayat 1 
     Pasal 6 ayat 2 
     Pasal 9 ayat 1 
     Pasal 7 ayat 1 (PTKP) 
     (untuk Wajib Pajak Pribadi) 
 
 



















Urutan perhitungan Laba/Rugi di atas, seakan-akan tidak 
mempedulikan mana yang merupakan penghasilan dari kegiatan 
utama perusahaan dan mana yang merupakan biaya-biaya utama dan 
biaya operasional perusahaan. Dengan kata lain perhitungan versi 
Undang-undang Pajak Penghasilan tidak membedakan antara 
penghasilan utama perusahaan dengan penghasilan dari operasional 
perusahaan dan juga tidak membedakan biaya operasional 





dengan cara menggabungkan semua penghasilan terlebih dahulu baru 
kemudian dikurangi dengan gabungan seluruh biaya. 
Asumsi pajak sebagai biaya akan mempengaruhi laba (profit 
margin), sedangkan pajak sebagai distribusi laba akan mempengaruhi 
rate of return on investment. Tetapi dapat disimpulkan bahwa apapun 
asumsinya, secara ekonomis pajak merupakan unsur pengurang laba 
yang tersedia untuk dibagi atau diinvestasikan kembali oleh 
perusahaan. 
 
2.4.8 Koreksi Fiskal 
Koreksi fiskal adalah koreksi perhitungan pajak yang diakibatkan oleh 
adanya perbedaan pengakuan metode, masa manfaat, dan umur, dalam 
menghitung laba secara komersial dengan secara fiskal. Perhitungan komersial 
adalah perhitungan yang diakui secara standar akuntansi yang lazim. 
Laba secara fiskal adalah laba yang diperoleh Wajib Pajak yang dihitung 
dengan mempertimbangkan ketentuan perpajakan. 
Koreksi fiskal adalah laba yang diperoleh Wajib Pajak ketika menghitung 
besarnya PPh terutang pada akhir tahun. Apabila koreksi fiskal tidak dilakukan 
oleh Wajib Pajak, perhitungan besarnya PPh terutang sangat memungkinkan 
akan mengalami kesalahan karena banyak ketentuan pengakuan atau cara 
perhitungan pada akuntansi komersial yang diperlukan secara khusus pada 
ketentuan perpajakan. 
Laba secara komersial akan sama dengan laba secara fiskal hanya 
apabila semua unsur dalam perhitungan pajak telah dilakukan oleh Wajib Pajak 





dilakukan karena adanya perbedaan kepentingan antara perusahaan dengan 
pembuat kebijakan pajak, yaitu pemerintah. 
Kepentingan Wajib Pajak dengan pemerintah berkaitan dengan pajak 
tidak akan sama, dan cenderung berkebalikan. Wajib Pajak menghendaki pajak 
yang terutang atau dibayar sekecil mungkin, sedangkan pemerintah 
menghendaki pajak yang diterima sesuai dan cenderung sebesar mungkin. 
Dengan kondisi itu, pengakuan akuntansi dari transaksi yang dilakukan 
oleh Wajib Pajak menjadi cenderung berlawanan dengan ketentuan perpajakan. 
Terhadap hampir semua perhitungan laba komersial yang dihasilkan oleh 
perusahaan, untuk mendapatkan Penghasilan Kena Pajak harus dilakukan 
koreksi fiskal, karena tidak semua ketentuan dalam Pedoman Standar Akuntansi 
Keuangan (PSAK) digunakan dalam peraturan perpajakan. Banyak pula 
ketentuan perpajakan yang tidak sama dengan Standar Akuntansi Keuangan 
(SAK). 
Perbedaan antara SAK dengan Peraturan Perpajakan antara lain dalam 
hal penggunaan sistem maupun metode pengakuan biaya maupun penghasilan 
secara akuntansi komersial dengan akuntansi secara pajak, baik dalam rangka 
pengakuan pendapatan maupun biaya untuk mendapatkan Penghasilan Kena 
Pajak. 
Perbedaan yang akan terjadi dengan adanya pengakuan secara 
komersial dan secara fiskal adalah atas besarnya pajak terutang yang diakui 
dalam laporan laba-rugi komersial dengan pajak terutang menurut fiskus. 
Perbedaan besarnya pajak yang terutang tersebut sebetulnya tidak perlu terjadi 
apabila perhitungan pajak yang diakui dalam laporan laba-rugi komersial 





Koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan pengakuan secara 
komersial dan secara fiskal. Perbedaan tersebut dapat berupa: 
1. Beda Tetap : terjadi apabila transaksi yang diakui oleh Wajib Pajak sebagai 
penghasilan atau sebagai biaya sesuai akuntansi secara komersial tetapi 
berdasarkan ketentuan perpajakan, transaksi dimaksud bukan merupakan 
penghasilan atau bukan merupakan biaya, atau sebagian merupakan 
penghasilan atau sebagian merupakan biaya. 
2. Beda Waktu : terjadi karena adanya perbedaan pengakuan besarnya waktu 
secara akuntansi komersial dibandingkan dengan secara fiskal. 
 Dengan adanya koreksi fiskal maka besarnya Penghasilan Kena Pajak 
yang dijadikan dasar perhitungan secara komersian dan secara fiskal akan dapat 
berbeda. Perbedaan karena adanya koreksi fiskal dapat menimbulkan koreksi 
yang dapat berupa : 
1. Koreksi Positif, adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan adanya 
pengurangan biaya yang telah diakui dalam laporan laba-rugi secara 
komersial menjadi semakin kecil apabila dilihat secara fiskal, atau yang akan 
mengakibatkan adanya penambahan Penghasilan Kena Pajak. 
2. Koreksi Negatif, adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan adanya 
penambahan biaya yang telah diakui dalam laporan laba-rugi secara 
komersial menjadi semakin besar apabila dilihat secara fiskal, atau yang 
akan mengakibatkan adanya pengurangan Penghasilan Kena Pajak. 
 
2.5 Penerapan Perencanaan Pajak 
 Dalam perencanaan pajak terdapat strategi yang dapat dilakukan seperti 





a. Memilih bentuk badan hukum yang paling sesuai dengan kebutuhan 
dan jenis usaha. 
b. Memilih lokasi berdirinya perusahaan dimana lokasi tersebut 
hendaknya mendapatkan insentif atau fasilitas perpajakn dari 
pemerintah. 
c. Mengambil keuntungan yang maksimal dari pengecualian, potongan 
atau pengurangan atas Penghasilan Kena Pajak yang diperbolehkan 
oleh undang-undang 
d. Mengingat bahwa di Indonesia pembagian dividen antar corporate 
(inter corporate dividend) tidak dikenai pajak, maka sebaiknya 
perusahaan didirikan dalam satu jalur usaha (corporate company) 
sehingga dapat menguntungkan masing-masing badan usaha. 
e. Memisahkan profit center dan cost center di dalam perusahaan. 
f. Pemilihan metode pembukuan, cash basis atau accrual basis. 
g. Penurunan PPh Pasal 25 
h. Pengelolaan transaksi yang berkaitan dengan kesejahteraan 
karyawan. Karena Indonesia termasuk negara yang cenderung sering 
mengalami inflasi, maka metode penilaian persediaan yang 
disarankan adalah metode rata-rata (average). Metode ini akan 
menghasilkan beban pokok penjualan (BPP) yang lebih tinggi 
dibandingkan metode penilaian persediaan yang lain. BPP yang tinggi 
akan menurunkan laba kotor sehingga penghasilan kena pajak juga 
ikut mengecil. 
i. Selain pembelian langsung, perusahaan dapat mempertimbangkan 
untuk memperoleh aktiva tetap melalui sewa guna usaha karena 





dapat dibiayakan seluruhnya, sehingga aktiva tersebut dapat 
dibiayakan lebih cepat daripada melalui penyusutan jika membeli 
secara langsung. 
j. Memilih metode penyusutan dan amortisasi yang paling sesuai dan 
menguntungkan bagi perusahaan. 
k. Menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkan pada transaksi 
yang bukan objek pajak. 
l. Mengoptimalkan jumlah kredit pajak yang diperbolehkan. 
m. Pengelolaan transaksi yang berkaitan dengan withholding tax. 
n. Memberikan tunjangan PPh Pasal 21 kepada karyawan dengan cara 
gross up. 
o. Menunda pembayaran kewajiban pajak sampai dengan mendekati 
tanggal jatuh tempo. 
p. Menghindari pemeriksaan pajak. 
 
2.5.1 Memaksimalkan Penghasilan yang Dikecualikan 
 Pada suatu tax planning, salah satu yang dilakukan oleh seorang Wajib 
Pajak untuk meminimalkan beban pajak adalah dengan memaksimalkan 
penghasilan yang dikecualikan dalam aturan perpajakan. Dalam UU PPh pasal 4 
ayat (3) mengatur mengenai penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. 
Dari peraturan tersebut, yang relevan digunakan dalam memaksimalkan 
penghasilan yang dikecualikan dari perusahaan, yaitu: 
1. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang 
diterima atau diperoleh dalam bentuk natura atau kenikmatan dari Wajib Pajak 
atau Pemerintah. 
2. Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas 
sebagai Wajib Pajak modal pada badan usaha yang didirikan atau bertempat 
kedudukan di Indonesia dengan syarat: 





b. Bagi Perseroan Terbatas, BUMN, BUMD yang menerima deviden paling 
rendah 25% dari jumlah modal disetor dan harus mempunyai usaha aktif 
diluar kepemilikan saham tersebut. 
 
Selain penghasilan yang dikecualikan Undang-undang, kita juga harus 
mengetahui apa saja yang termasuk penghasilan dalam Undang-undang agar 
kita dapat mengetahui dengan pasti dalam tax planning yang akan dilakukan. 
Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut: 
a. Mengubah Jenis Penghasilan 
Dengan memanfaatkan celah-celah dari Undang-undang Perpajakan 
yang berlaku, Penghasilan Kena Pajak diupayakan untuk dikecualikan 
atau dikurangi jumlah pajaknya. 
b. Merencanakan Penghasilan untuk Tahun Berikutnya 
Untuk meminimumkan pajak tahun bersangkutan, maka penghasilan 
yang diperoleh pada bulan-bulan terakhir tahun yang bersangkutan 
direncanakan sebagai penghasilan tahun depan. 
c. Mengambil Keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin 
dari berbagai pengecualian, potongan atas Penghasilan Kena Pajak 
(PKP) yang diperbolehkan oleh undang-undang. 
Sebaiknya perusahaan membelanjakan sebagian laba perusahaan 
untuk hal-hal yang bermanfaat secara langsung bagi perusahaan 
dengan syarat biaya yang dikeluarkan adalah biaya yang dapat 
dikurangkan dari PKP. 
 
2.5.2 Memaksimalkan Biaya Fiskal dan Meminimalkan Biaya yang Tidak 
 Diperkenankan sebagai Pengurang 
salah satu cara dalam meminimalkan pajak terutang yang dilakukan 
dalam tax planning adalah dengan memaksimalkan biaya fiskal. Biaya fiskal 





penghasilan bruto. Semakin besar biaya fiskal yang dapat dikurangkan dari 
penghasilan bruto menyebabkan semakin kecil laba bersih sebelum pajak dan 
otomatis akan mengurangi pajak terutang. 
Dalam tax planning selain memaksimalkan biaya fiskal, hal lain yang 
harus diperhatikan adalah meminimalkan biaya yang menurut Undang-undang 
Perpajakan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Karena semakin 
besar biaya yang tidak dapat dikurangkan menyebabkan penghasilan sebelum 
pajak akan lebih besar dan hal itu menyebabkan pajak terutang juga lebih besar. 
Oleh karena itu, dalam melakukan tax planning kita harus mengetahui 
biaya yang diperkenankan sebagai pengurang dan yang tidak diperkenankan 
sebagai pengurang. 
1. Biaya yang Diperkenankan sebagai Pengurang (UU PPh Pasal 6 
ayat (1)) 
Berdasarkan UU PPh pasal 6 ayat (1), besarnya Penghasilan Kena 
Pajak bagi Wajib Pajak dalm Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, 
ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk 
mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk: 
a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan 
kegiatan usaha, antara lain: 
1) Biaya pembelian bahan; 
2) Biaya berkenan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji 
honorium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam 
bentuk yang; 
3) Bunga, sewa, dan royalty; 
4) Biaya perjalanan; 
5) Biaya pengolahan limbah; 
6) Premi asuransi; 
7) Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan 
peraturan menteri keuangan; 
8) Biaya administrasi;dan 
9) Pajak kecuali pajak penghasilan. 
b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan 
amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan ats biaya lain 
yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun; 






d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan 
digunakandalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, 
menagih, dan memelihara penghasilan; 
e. Kerugian selisih kurs mata uang asing; 
f. Penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia; 
g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan; 
h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat: 
1) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial; 
2) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat 
ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak;dan 
3) telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri 
atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau 
adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan 
piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang 
bersangkutan‟ atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum 
atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya 
telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu; 
4) Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk 
penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf k; yang pelaksanaannya 
diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri 
keuangan. 
i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang 
ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah; 
j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan 
di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah; 
k. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur 
dengan peraturan pemerintah; 
l. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dalam 
peraturan pemerintah;dan 
m. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya 
diatur dengan peraturan pemerintah. 
 
2. Biaya yang Tidak Diperkenankan sebagai Pengurang (UU PPh 
Pasal 9 ayat (1)) 
Pengeluaran yang tidak diperkenankan dikurangkan dari penghasilan 
bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, sesuai dengan 
UU PPh pasal 9 ayat (1): 
a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti 
deviden, termasuk deviden yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi 
kepada polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi; 
b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi 
pemegang saham, sekutu, atau anggota; 
c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali: 
1) Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan beban usaha 
lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, 
perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anak piutang; 
2) Cadangan untuk asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang 
dibentuk oleh badan penyelenggara jaminan sosial; 
3) Cadangan penjaminan untuk lembaga penjamin simpanan; 





5) Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan;dan 
6) Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan 
limbah industry, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan 
atau berdasarkan peraturan menteri keuangan. 
d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi 
dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang 
pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut 
dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan; 
e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang 
diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan 
makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau 
imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan 
yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau 
berdasarkan peraturan menteri keuangan; 
f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang 
saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai 
imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan; 
g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan; 
h. Pajak penghasilan; 
i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib 
pajak atau orang yang menjadi tanggungannya; 
j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau 
perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham; 
k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi 
pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-
undangan di bidang perpajakan. 
 
2.5.3 Pemilihan Bentuk-bentuk Kesejahteraan Karyawan 
 Peluang melakukan efisiensi Pajak Penghasilan Badan sangat banyak 
yang dapat dilakukan pada biaya-biaya yang berkaitan dengan kesejahteraan 
karyawan. Strategi efisiensi PPh Badan berkaitan dengan biaya kesejahteraan 
karyawan ini sangat tergantung dari kondisi perusahaan, yaitu sebagai berikut: 
1. Perusahaan yang memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP/tax 
income) yang telah dikenakan tarif tertinggi (di atas 100 juta rupiah) dan 
pengenaan PPh Badannya tidak final, diupayakan semaksimal mungkin 
memberikan kesejahteraan dalam bentuk natura dan kenikmatan (fringe 
benefit) karena menurut UU PPh Pasal 9 ayat (1) huruf e pengeluaran ini 
tidak dapat dibebankan sebagai biaya; 
2. Untuk perusahaan yang PPh badannya dikenakan secara final, sebaiknya 
memberikan kesejahteraan karyawan dalam bentuk natura dan 





pada karyawan tidak termasuk Objek Pajak PPh Pasal 21, sedangkan 
pengeluaran untuk pemberi natura dan kenikmatan tersebut tidak 
mempengaruhi besarnya PPh Badan, karena Badan final dihitung dari 
presentase atas penghasilan bruto sebelum dikurangi dengan biaya; 
3. Bagi perusahaan yang masih rugi, pemberian natura dan kenikmatan 




Mangkunegara (2000;164) menjelaskan pengertian kinerja (prestasi kerja) 
sebagai hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang 
pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 
diberikan kepadanya.  
Kinerja perusahaan (Companies performance) merupakan sesuatu yang 
dihasilkan oleh suatu perusahaan dalam periode tertentu dengan mengacu 
kepada standar yang ditetapkan. Pengukuran aktivitas kinerja perusahaan 








3.1 Rancangan Penelitian 
Rancangan penelitian yang akan digunakan untuk menganalisis 
penelitian ini adalah tipe penelitian kuantitatif dengan format deskriptif, yang 
bertujuan untuk menjelaskan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, 
atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian 
itu berdasarkan apa yang terjadi.  
Metode kuantitaif adalah metode analisis data yang dilakukan dengan 
cara mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang berwujud 
angka-angka untuk mengetahui perhitungan yang tepat bagi perusahaan dalam 
melakukan perencanaan pajak.  Penelitian ini termasuk dalam penelitian kausal 
– komparatif yang bertujuan untuk mengkaji kemungkinan hubungan sebab – 
akibat, tapi tidak dengan jalan eksperimen tetapi dilakukan dengan pengamatan 
terhadap data dari faktor yang diduga menjadi penyebab, sebagai pembanding. 
 
3.2 Tempat dan Waktu 
Penelitian ini dilakukan pada PT  Bumi Sarana Beton yang merupakan 
salah satu anak perusahaan PT  Hadji Kalla dimana sasaran utama perusahaan 
ini adalah memproduksi Beton Siap Pakai (Ready Mix). Pengambilan data 
dilakukan di kantor pusat PT. Bumi Sarana Beton yang bertempat di Wisma Kalla 
Lantai 10 di Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 8 Makassar. Waktu pelaksanaan penelitian 








3.3 Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data akan dijelaskan sebagai berikut: 
3.3.1 Jenis Data 
1. Data kualitatif, yaitu data berisi kondisi perusahaan seperti latar 
belakang perusahaan, struktur organisasi, tujuan perusahaan, 
kebijakan dan visi misi perusahaan serta data mengenai paraturan 
perpajakan terbaru. 
2. Data kuantitatif, yaitu berupa daftar atau angka-angka yang dapat 
dihitung yang tercantum dalam laporan keuangan PT Bumi Sarana 
Beton, berupa laporan laba/rugi komersial, laporan laba/rugi fiskal, dan 
SPT Masa PPh pasal 21. 
3.3.2 Sumber Data 
1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dengan melakukan 
wawancara dan observasi pada perusahaan sebagai objek penelitian. 
2. Data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan tentang 
perpajakan yang berlaku dan laporan keuangan perusahaan. 
 
3.4 Teknik Pengumpulan Data 
Untuk menghimpun data yang dibutuhkan maka digunakan teknik 
pengumpulan data sebagai berikut: 
1. Studi  Kepustakaan (Library Research), yaitu bentuk pengambilan data 
yang diperlukan dalam penelitian ini berupa ketentuan perpajakan 
yang berlaku khususnya yang mengatur tentang Pajak Penghasilan 





2. Mengkases Website dan Situs-Situs, yaitu metode ini digunakan untuk 
mencari website maupun situs-situs yang menyediakan informasi 
sehubungan dengan masalah dalam penelitian.  
3. Studi lapangan, yaitu dengan metode observasi dengan mengadakan 
pengamatan dan mengumpulkan data secara langsung terhadap objek 
penelitian untuk memperoleh data yang berkaitan dengan kebijakan 
perpajakan perusahaan, struktur organisasi, perhitungan laba/rugi, 
bukti setoran pajak tahunan, dan daftar gaji karyawan. 
4. Analisis dan pengolahan data untuk membandingkan antara keadaan 
di perusahaan dari studi lapangan dengan studi kepustakaan , 
kemudian dari hasil perbandingan tersebut peneliti menarik kesimpulan 
dan memberikan saran-saran dalam perbaikan. 
 
3.5 Metode Analisis Data 
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
analisis deskriptif kuantitatif tanpa menggunakan analisis statistik. Adapun 
langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 
1. Pengumpulan data yang diperlukan antara lain laporan laba/rugi 
komersial, laporan laba/rugi fiskal, neraca dan kebijakan-kebijakan 
perusahaan. 
2. Melakukan pengolahan data yang diperoleh dari perusahaan dengan 
memahami prosedur dan kebijakan yang berlaku di perusahaan terkait 
dengan perpajakan dan  memeriksa sumber-sumber penghasilan 
perusahaan. 
3. Menentukan besarnya laba kena pajak dengan melakukan rekonsiliasi 





4. Menentukan besarnya pajak penghasilan apabila perusahaan 
menerapkan tax planning  dalam pengelolaan keuangan dengan 
memaksimalkan biaya fiskal dan meminimalkan biaya yang tidak 
diperkenankan sebagai pengurang. 
5. Mengambil kesimpulan dari perbandingan antara data yang diperoleh 
dari perusahaan dengan bahan yang diperoleh dari studi kepustakaan 







4.1 Deskripsi Data 
PT Bumi Sarana Beton merupakan salah satu anak perusahaan PT 
Hadji Kalla, berdiri pada 20 Juni 1996. Sasaran utama perusahaan ini adalah 
memproduksi Beton Siap Pakai (Ready Mix) dengan kualitas tinggi guna 
memenuhi tuntutan kebutuhan yang semakin meningkat seiring dengan pesatnya 
pembangunan di bidang konstruksi, khususnya di Sulawesi, Indonesia Bagian 
Timur. Kantor ini sekarang berada Jl. Dr. Sam Ratulangi No.8 Makassar, Wisma 
Kalla Lantai 10 
Sebagai hasil dari kegiatan operasi perusahaan diperoleh laba yang 
akan dikenakan pajak. Pajak bagi perusahaan merupakan unsur pengurang dari 
laba atau pajak dianggap sebagai beban perusahaan yang berpengaruh pada 
after tax profit, rate of return, dan cash flow. 
Bagian ini akan menampilkan data yang diperoleh dari PT Bumi Sarana 
Beton. Data yang akan ditampilkan antara lain adalah Laporan Laba Rugi 
Komersial tahun 2012, Laporan Laba Rugi Fiskal tahun 2012, dan SPT Masa 












               Tabel 4.1 
Laporan Laba Rugi PT Bumi Saran Beton 
(sebelum Tax Planning) 
 
PT BUMI SARANA BETON 
Laporan Laba Rugi Gabungan 
Periode : Januari – Desember 2012 
(dalam Rupiah) 
 
 Laba Rugi 
Komersial 
Koreksi Fiskal Laba Rugi 
Fiskal Positif Negatif 
A. Peredaran Usaha 






B. Harga Pokok 
Penjualan 
Persediaan Awal 









C. Laba Bruto (A-C) 
 
D. Biaya – Biaya 
Biaya Karyawan 
Biaya Penjualan 















































































































E. Laba Penjualan (C-
D) 
 




Biaya & Bunga Bank 
Biaya & Bunga 
Lease 
 





























































PPh terutang tahun 2012 :  Rp. 2.777.417.000 x 25% = Rp. 694.354.250 
 
4.2 Koreksi Fiskal 
1. Penjualan Ready Mix 
 Terdapat penjualan yang bersifat final sehingga dikoreksi negatif sebesar 
Rp. 35.976.654.585 karena berdasarkan UU PPh Pasal 4 ayat 2 bahwa 
penghasilan yang dikenai pajak bersifat final tidak dapat dimasukkan dalam 
perhitungan pada laporan laba rugi fiskal perusahaan.  
2. Bahan Material dan Pembantu 
 Terdapat bahan material untuk memperoleh pendapatan bersifat final 






3. Biaya Operasional 
 Biaya Operasioanal dikoreksi positif sebesar Rp. 3.087.077.022. dimana 
untuk biaya operasional yang bersifat final dikoreksi positif sebesar Rp. 
3.081.061.902 dan biaya PPh Pasal 21 dikoreksi positif sebesar Rp. 
6.015.120. Karena biaya PPh 21 tidak dapat dikurangkan dalam laporan laba 
rugi (fiskal) perusahaan sesuai dengan UU PPh Pasal 9 ayat 1 huruf f.  
4. Biaya Umum dan Administrasi 
 Biaya umum dan administrasi dikoreksi positif sebesar Rp. 165.924.760. 
dimana biaya tersebut merupakan biaya PPh Pasal 21 yang berdasarkan UU 
PPh Pasal 9 ayat 1 huruf f tidak dapat dikurangkan dalam laporan laba rugi 
(fiskal) perusahaan. 
5. Pendapatan Bunga 
 Pendapatan bunga dikoreksi negative sebesar Rp. 16.320.914 , karena 
sesuai dengan UU PPh Pasal 4 ayat (2) menyebutkan bahwa penghasilan 
bunga merupakan penghasilan yang dikenai pajak final. 
 
4.3 Strategi Perencanaan Pajak (Tax Planning)  
4.3.1 Memaksimalkan Biaya Fiskal dan Meminimalkan Biaya yang tidak 
 Diperkenankan sebagai Pengurang 
1. Tunjangan PPh pasal 21 
 Perusahaan menggunakan Net Method, yaitu metode pemotongan Pajak 
Penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan (pemberi kerja) 
dengan cara membebankan pajak karyawan sebagai beban pajak. Menurut UU 
PPh Pasal 9 ayat (1) huruf h disebutkan bahwa beban pajak merupakan beban 
yang tidak dapat dikurangkan dalam perhitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) 





terkena koreksi fiskal jika menggunakan metode ini. Dari penggunaan metode ini, 
perusaahan terkena koreksi fiskal positif sebesar Rp. 171.939.880 dimana pada 
biaya operasional terdapat biaya PPh 21 sebesar Rp. 6.015.120 dan pada biaya 
umum dan administrasi terdapat biaya PPh 21 sebesar Rp. 165.924.760. 
 Perusahaan dapat membiayakan PPh 21 jika perusahaan memberikan 
dalam bentuk tunjangan pajak, yaitu dengan metode pemotongan pajak Pasal 21 
dimana perusahaan atau pemberi kerja memberikan tunjangan pajak sejumlah 
PPh Pasal 21 yang terutang yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah gaji 
yang diterima oleh karyawan.  Dalam metode ini, PPh Pasal 21 yang 
ditangguung oleh perusahaan akan dimasukkan dalam gaji bruto karyawan, 
sehingga akan menambah gaji yang dikeluarkan oleh perusahaan dan metode ini 
juga tidak dikenai koreksi fiskal karena tunjangan merupakan biaya yang dapat 
dikurangkan dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP). 
Tabel 4.2 
Perhitungan PPh 21 Karyawan PT Bumi Sarana Beton 













































 Dari perhitungan PPh 21 diatas, yang sebelumnya perusahaan tidak 





perhitungan dengan memberikan tunjangan pajak sejumlah PPh 21 terutang 
dengan meningkatkan jumlah penghasilan bruto karyawan. PPh 21 dimasukkan 
dalam gaji bruto karyawan sehingga menambah biaya gaji yang dikeluarkan oleh 
perusahaan. Kenaikan PPh 21 atas perubahan berupa kenikmatan PPh 21 
menjadi tunjangan PPh 21 adalah merupakan tanggungan karyawan. 
 Maka biaya PPh pasal 21 yang diubah dalam bentuk tunjangan akan 
menambah biaya pada akun upah langsung sebesar Rp. 6.015.120 sehingga 
menjadi Rp. 2.019.002.120 dan menambah biaya pada akun biaya karyawan 
sebesar Rp. 165.924.760 sehingga menjadi Rp. 3.855.165.260. 
 Dengan bertambahnya biaya pada kedua akun tersebut yang merupakan 
penghasilan bruto karyawan sebesar Rp. 5.702.227.500 maka setelah dilakukan 
pemberian tunjangan bertambah sebesar Rp. 171.939.880, sehingga 
penghasilan bruto karyawan menjadi sebesar Rp. 5.874.167.380. 
2. Biaya Makan dan Minum 
 Perusahaan tidak memnberikan uang makan siang ataupun tunjangan 
beras kepada karyawan, tetapi perusahaan memberikan makan dan minum 
bersama bagi karyawan. Pemberian makan bersama bagi karyawan bukan 
merupakan Objek PPh pasal 21 karena makan bersama merupakan pemberian 
dalam bentuk natura. Dengan demikian dari sisi karyawan pemberian makan ini 
tidak akan menambah PPh pasal 21 terutang.  
 Di sisi perusahaan berdasarkan UU PPh pasal 9 ayat (1) huruf e, 
penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang 
diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan tidak dapat dibebankan sebagai 
biaya, kecuali penyediaan makan dan minuman bagi seluruh pegawai. Artinya 





dibiayakan oleh perusahaan (deductible expenses).  Dengan demikian di sisi 
perusahaan akan mengurangi PPh Badan yang terutang. 
 Apabila dibandingkan perlakuan pajak dalam hal pembiayaan pemberian 
makan bersama dengan pemberian tunjangan makan berupa uang kehadiran, 
maka akan lebih menguntungkan karyawan dan perusahaan apabila memilih 
kebijakan pemberian makan bersama karena dengan memberikan makan 
bersama bukan merupakan penghasilan bagi karyawan, sedangkan apabila 
diberikan berupa tunjangan makan, maka tunjangan makan tersebut menjadi 
Penghasilan Kena Pajak bagi karyawan. Oleh karena itu, keputusan perusahaan 
untuk memberikan makan dan minum bersama karyawan dengan biaya sebesar 
Rp.1.166.400.000 sudah baik. 
 
4.4 Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) Pada Perusahaan 
 Pada perusahaan ini, perencanaan pajak (tax planning) yang dapat 
diterapkan adalah dengan mengubah metode pehitungan PPh pasal 21 yang 
sebelumnya ditanggung oleh perusahaan atau dalam bentuk Net Method diubah 
menjadi metode tunjangan pajak sehingga biaya PPh pasal 21 yang sebelum 
diterapkannya tax planning tidak dapat dijadikan biaya untuk mengurangi 
Penghasilan Kena Pajak (PKP) dapat dijadikan biaya dalam laporan laba rugi 
fiskal perusahaan. 
 Dengan dilakukannya tax planning tersebut menyebabkan bertambahnya 
jumlah total biaya perusahaan yang menyebabkan laba bersih sebelum pajak 
perusahaan ikut menurun, sehingga pajak terutang semakin kecil. Namun disisi 







                        Tabel 4.3 
Laporan Laba Rugi PT Bumi Saran Beton 
(setelah Tax Planning) 
 
PT BUMI SARANA BETON 
Laporan Laba Rugi Gabungan 
Periode : Januari – Desember 2012 
(dalam Rupiah) 
 
 Laba Rugi 
Komersial 
Koreksi Fiskal Laba Rugi 
Fiskal Positif Negatif 
A. Peredaran Usaha 






B. Harga Pokok 
Penjualan 
Persediaan Awal 









C. Laba Bruto (A-C) 
 
D. Biaya – Biaya 
Biaya Karyawan 
Biaya Penjualan 















































































































E. Laba Penjualan (C-
D) 
 




Biaya & Bunga Bank 
Biaya & Bunga 
Lease 
 




























































PPh terutang tahun 2012 :  Rp. 2.433.538.000 x 25% = Rp. 608.384.500 
 
Sebelum dilakukan tax planning, laba bersih setelah pajak adalah : 
 Laba Komersial :   Rp 3.559.322.511 
 Pajak Penghasilan : ( Rp.   694.354.250) 
 Laba Setelah Pajak :   Rp 2.864.968.261 
 
Setelah dilakukan tax planning, laba bersih setelah pajak adalah : 
 Laba Komersial :   Rp 3.559.322.511 
 Pajak Penghasilan : ( Rp.   608.384.500) 






Dalam penerapan tax planning bagi perusahaan adalah berkurangnya 
jumlah koreksi fiskal positif sebesar Rp. 35.211.070.915, maka setelah tax 
planning koreksi fiskal positif menjadi hanya sebesar Rp. 35.039.131.035. 
Jumlah PPh terutang juga berkurang. Jika pada sebelum dilakukan tax 
planning jumlah PPh terutang perusahaan pada tahun 2012 adalah sebesar Rp. 
694.354.250, maka setelah dilakukan tax planning jumlah PPh terutang 
perusahaan pada tahun 2012 adalah sebesar Rp. 608.384.500. Maka 
penghematan pajak yang diperoleh akibat dilakukannya tax planning adalah 
sebesar Rp. 85.969.750 yang juga merupakan selisih dari perhitungan laba 
bersih sebelum dan sesudah dilakukannya tax planning. 
Dengan adanya penghematan pajak sebesar Rp. 85.969.750 yang 
berpengaruh pada penerimaan laba bersih perusahaan yang meningkat sebesar 
Rp. 85.969.750 maka perusahaan dapat memanfaatkan laba tersebut dengan 
mengalihkan ke kegiatan yang dapat mendukung peningkatan kinerja 
perusahaan seperti memberikan pelatihan kepada karyawan untuk meningkatkan 






5.1  Kesimpulan 
 Berdasarkan penerapan perencanaan pajak (tax planning) yang dapat 
dilakukan PT Bumi Sarana Beton untuk meminimalkan jumlah pajak terutang 
menghasilkan beberapa kesimpulan : 
1. Terdapat pengaruh penerapan perencanaan pajak (tax planning) terhadap 
beban pajak terutang perusahaan, yaitu berkurangnya jumlah pajak 
terutang yang harus dibayar oleh perusahaan. Jika sebelum dilakukan tax 
planning jumlah PPh terutang perusahaan pada tahun 2012 adalah 
sebesar Rp. 694.354.250, maka setelah dilakukan tax planning jumlah 
PPh terutang perusahaan pada tahun 2012 adalah sebesar Rp. 
608.384.500.  
2. Dengan adanya penghematan pajak sebesar Rp. 85.969.750 yang 
berpengaruh pada penerimaan laba bersih perusahaan yang meningkat 
sebesar Rp. 85.969.750 maka perusahaan dapat memanfaatkan 
peningkatan laba bersih tersebut dengan mengalihkan ke kegiatan yang 
dapat mendukung peningkatan kinerja perusahaan seperti memberikan 
pelatihan kepada karyawan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia 
perusahaan. 
3. Penerapan tax planning yang dapat diterapkan pada PT Bumi Sarana 
Beton dapat dikatakan berhasil karena dari segi perpajakan terjadi 
penghematan pajak (tax saving) sebesar Rp. 85.969.750, sehingga laba 







 Dari hasil yang diperoleh tersebut maka disarankan kepada PT Bumi 
Sarana Beton sebagai Wajib Pajak Badan agar menerapkan perencanaan pajak 
(tax planning), karena adanya keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan 
dengan terjadinya penghematan pajak dan peningkatan laba bersih perusahaan. 
Perusahaan juga harus senantiasa mengikuti perkembangan peraturan-
peraturan perpajakan atau isu-isu yang terkait dengan perpajakan agar dapat 
melakukan perencanaan pajak (tax planning) dengan efektif. Perencanaan pajak 
yang efektif tidak tergantung kepada seorang ahli pajak profesional, akan tetapi 
sangat tergantung kepada kesadaran dan keterlibatan para pengambil keputusan 
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